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PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat
pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara

permohonan yang diajukan oleh:

Antonius Harmoko, lahir di Semi, pada tanggal 5 Januari 1989,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan
Brambaken RT 005/ RW 002, Distrik Samofa, Kabupaten
Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang
bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Biak Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 5 Januari 2022
tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Biak Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 5 Januari 2022 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah  mengajukan  surat
permohonannya tertanggal 9 Desember 2021 yang telah diterima dan
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak di bawah Register Nomor:
2/Pdt.P/2021/PN Bik tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan kesempatan
kepada Pemohon membacakan permohonannya, pada sidang pertama
tanggal 12 Januari 2022 Pemohon menyatakan secara lisan yang dicatat di
Berita Acara Persidangan, bahwa Pemohon mencabut permohonannya
dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa mengingat perkara permohonan merupakan
perkara yang sifatnya voluntair, di mana adanya pemeriksaan perkara

permohonan a quo karena adanya permohonan yang diajukan Pemohon,
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oleh karenanya Pemohon berhak untuk memohon perkaranya dilanjutkan
atau sebaliknya mencabut permohonannya sebelum putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut
permohonannya secara lisan dan telah dicatat dalam Berita Acara
Persidangan, hal mana menurut Hakim pencabutan permohonan tersebut
adalah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon,
maka pemeriksaaan perkara a quo tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaaan perkara a quo tidak
dilanjutkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk
mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan
Perdata Pengadilan Negeri Biak yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan
untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam
permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN:

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan
Perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bik;

2. Menyatakan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Bik telah selesai karena
dicabut;

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari
daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak
yang sedang berjalan;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena
permohonan ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022
oleh R. Kemala Nababan, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak,

Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari

Pardjianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan

dihadiri oleh Pemohon.
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Panitera Pengganti, Hakim,
Ttd Ttd
Hari Pardjianto, S.H. R. Kemala Nababan,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendafaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 95.000,00
4. PNBP Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Materai Rp 10.000,00 +
Jumlah Rp205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)
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